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PutusanKIBanten

BIRO Umum Setda,Pemenntahan Provinsi
(Pemprov) Banten melakukan gugatan infor-
masi ke Pengadilan Tata Urusan Negara
(PTUN). Gugatan itu diajukan lantaran Biro

Umum Setda Pemp
ngan putusan Komisi
terkait sengketa

rov Banten tidak puas de-
Informasi (KT) Banten,
 informasi permohonan do- -

kumen pelaksana anggaran (DPA) di Biro

Umum Setda Banten.

Menurut Kepala Biro Umum Setda Banten
Siti Nina Ma'ani, dari pemohon mengajukan
medlasx, dan jika belum puas maka diajukan
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sengketa informasi melalui
sidang ajudikasi. Jika masih
tidak puas bisa melanjutkan
proses ke PTUN dan lang-
kah terakhir adalah Mah-
kamah Agung. “Artinya
langkah yang dilakukan
oleh kami, adalah mengikuti
mekanisme yang ada. Da-
lam sengketa informasi, ti-
dakbisa diselesaikan di ba-
wah tangan,” kata Nina ke-
pada Banten Raya, Selasa
(1/3).

Langkah yang dilakukan
oleh Biro Umum, lanjut Ni-
na, sesuai Pasal II Pera-
turan Komisi Informasi
(Perki 1 Tahun 2010),

bahwa dapat diberikanoleh

Badan Publik adalah daftar
dari dokumen pelaksanaan
anggaran daerah (DPAD).
Mantan Karo Humas ini
mengaku, mendukung ke-

terbukaan informasi. Na-
mun, tidak semua infor-
masi bisa dipublish. “Saya

orang yang sangat mendu-
kungketerbukaan informa-
si, apalagi saya pernah

menjabat sebagai Karo Hu-

mas yang tentunya sangat
mendukung keterbukaan
informasi. Namun, tidak
semua informasi bisa dibe-
rikan, karena ada informasi
yang dikecualikan,” ung-
kapnya.

Tak Puas Putusan KI Banten

Sementara itu, Ketua Di-
visi Advokasi Sosialisasi

‘dan Edukasi (ASE) KI Ban-

ten, Ade Jahran menga-
takan, adanya gugatan yang

dilayangkaan oleh Biro

Umum ke KI Bamen,ﬁ

rawal pada saat pemohon

yang bernama Khaerudin
meminta informasi do-
kumen pelaksana anggaran
(DPA) pada Biro Umum
Setda Banten. “Kemudian
kami proses. Setelah proses,
Majelis Komisioner memu-

tuskan, bahwa DPA itu ter- .
- buka. Karena DPA adalah

informasi publik, dan kepu-
tusan kedua Biro Umum

harus memberikan DPA

tersebut kepada pemohon,”
kata Ade usai diskusi bersa-
ma Pokja wartawan harian
media cetak dan elektronik
Banten, di sekretarian Pok-
ja di Palima, Serang .

- Berdasarkan Undang-un-
dang yang berlaku, lanjut

‘Ade, jika pemohon dan
- termohon tidak puas maka
' boleh mengajukan kebera-

tan ke PTUN. Dalam seng-
keta informasi ini, kata Ade,
Biro Umum tidak puas de-
ngan keputusan KI Banten
sehingga mengajukan kebe-
ratan ke PTUN. “Artinya
keputusan KI terkait seng-
keta informasi antara Khae-
rudin dengan Biro Umum,
saat ini berada di PTUN.

Karena, Bim Umum tidak
puas dengan keputusan
Majelis Komisioner,” kata-

- Mantan wartawan ini me-

, surat gugatan dari

‘ini diterima oleh KI
Ianten pekan kemarin.
Saat ini, lanjut Ade, pih-
kanya sedang menyiapkan
sejumlah berkas untuk
menghadapi gugatan di
PTUN. “Kami menerima
surat pekan kemarin. Kami

saat ini sedang menyiapkan

semua risalah dan krono-
logi persidangan Majelis
Komisioner,” ungkapnya.

~ Ademenilai, gugatan yang

dilakukan oleh Biro Umum
merupakan langkah dan
mekanisme yang berlaku
sesuai dengan Undang-un-
dang. Hal ini sudah biasa
terjadi dan sudah dialami
oleh KI Banten. “Kami su-
dah biasa digugat. Karena
sebelumnya kamijuga per-
nah digugat,” imbuhnya.
(satibi)



